
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2OI4

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN

REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

DALAM MASALAH PIDANA

(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONDSIA AND THE

REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGALASSISTA NCE

IN CRIMINAL IVIATTERS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik

Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehictupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, pemerintah Republik Indonesia

sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan
hubungan dan kerja sama internasionar yang diwujudkan
dalam perjanjian internasional;

bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan
informasi, selain mempunyai dampak positif juga
mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak
pidana yang tidak ragi mengenal batas yurisdiksi suatu
Negara, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya

memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif, baik
bersifat bilateral maupun multilateral;

b

SI\LINI\N

c.bahwa...
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Mengingat

c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum
antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah

Republik Korea, pada tanggal 30 Maret 2oo2 di seoul
telah ditandatangani pedanjian Bantuan Hukum Timbal
Balik dalam Masalah pidana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-undang tentang pengesahan

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea

tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah
Pidana (Treae between the Repubtic of Ind.onesia and. the
Republic of Korea on Mufital Legal Assfstan ce in criminal
Mattersl;

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 11, dan pasal 20 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor gr Tahun Lggg tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun lggg Nomor 1s6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3gg2);

3. undang-Undang Nomor 24 Tahun 2ooo tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 1g5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aOL2);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan
Timbal Balik dalam Masalah pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6OZ);

Dengan
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Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA

TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM

MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF

INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL

LEGAL ASS/STA NCE IN CRIMINAL I:VIATTER},

Pasal 1

Mengesahkan perjanjian antara Republik Indonesia dan
Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik
dalam Masalah pidana (Treatg between fiE Repubtic of
Indonesia and the Repubric of Korea on Mutuat Legar

Assistance in ciminar Matters) yang ditandatangani pada

tanggal 30 Maret 2oo2 di seoul yang salinan naskah
aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Korea, dan bahasa
Inggris sebagaimana terrampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang

diundangkan.
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2Ol4

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2Ol4

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI4 NOMOR 46

suai dengan aslinya
NEGARA RI

ttd

ttd.

Hukum,
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2OL4

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN

REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA

(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGALASSISTA NCE

I N C RIMINAL II/IATTE,R S)

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 194s, yaitu melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, pemerintah

Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional
melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan
dalam perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di
bidang transportasi, komunikasi dan informasi, telah mengakibatkan
hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas sehingga
memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu
negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat. selaras dengan
kemajuan tersebut maka memunculkan dampak yang signifikan pada
lintas batas negara, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai
dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal
batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan
pemberantasann5'a memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif
baik bersifat bilateral maupun multilateral.

Dengan . . .
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Dengan meningkatnya hubungan antara pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Korea khususnya di bidang
ekonomi dan perdagangan, dan untuk menjaga hubungan baik kedua
belah pihak, maka diperlukan kerja sama yang efektif di bidang pidana.
Lingkup bantuan timbal balik dalam masalah pidana meliputi
penyidikan, penuntutan, atau proses acara yang berkaitan dengan
setiap kejahatan yang dapat dihukum pada saat permintaan bantuan
diajukan berdasarkan yurisdiksi pihak yang berwenang di pihak

Peminta. Masalah pidana meliputi juga masarah mengenai kejahatan
terhadap hukum yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan,
pengawasan pertukaran mata uang atau masalah penghasilan lainnya
tetapi tidak meliputi masalah yang tidak ada hubungannya dengan
proses acara tersebut.

Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Korea telah sepakat mengadakan kerja sama
bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang telah
ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2OO2 di Seoul.

Kesepakatan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk tebih
meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan
pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional,
maka perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana
harus memperhatikan prinsip-prinsip umum hukum internasional yang
menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan
kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan serta
mengacu pada asas tindak pidana ganda (double ciminality).

Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Bantuan
Hukum Timbal Balik dalam Masalah pidana, antara lain:

1. Bantuan
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1. Bantuan harus meliputi:
a. pengambilan alat/barang bukti atau pernyataan dari orang;
b. pemberian informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti;
c. lokasi atau identifikasi orang atau barang;
d. penyampaian dokumen;
e. pelaksanaan permintaan untuk penyidikan dan penyitaan;
f. membuat pengaturan untuk orang yang memberikan kesaksian

atau membantu dalam penyidikan, penuntutan atau proses acara
pidana di Pihak peminta;

g. penelusuran, penahanan sementara, perampasan dan penyitaan
yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan dan yang dihasilkan dari
membantu dilakukannya kejahatan; dan

h. bantuan lain yang diperlukan dengan pihak peminta dan tidak
bertentangan dengan perjanjian ini maupun hukum di pihak

Diminta.

2' Bantuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak meliputi:
a. ekstradisi, atau dengan maksud untuk penangkapan atau

penahanan setiap orang;
b. pelaksanaan di pihak Diminta mengenai putusan pidana yang

dijatuhkan di pihak peminta kecuali dalam batas yang
diperbolehkan oleh hukum pihak Diminta dan perjanjian ini;

c. pemindahan orang dalam penjara untuk menjalani pidana; dan
d. pemindahan proses acara dalam masalah pidana.

3. Bantuan lain
Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang ad.a

antara Para pihak, baik itu berdasarkan persetujuan lain,
pengaturan atau cara lain, serta tidak menghalangi para pihak
untuk saling memberikan bantuan baik itu berdasarkan perjanjian,
pengaturan atau cara lain.

4.Otoritas...
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4. otoritas Pusat yang ditunjuk pada saat dimulainya perjanjian ini:
a. untuk Republik Indonesia, Otoritas Pusat adalah Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. untuk Republik Korea, Otoritas Pusat adalah Menteri Kehakiman
atau pejabat yang ditunjuk oreh Menteri Kehakiman.

5. Bantuan harus ditolak jika:
a. permintaan berkaitan dengan kejahatan yang menurut pihak

Diminta adalah kejahatan yang bersifat politik atau kejahatan
berdasarkan hukum militer;

b. permintaan berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang

atas kejahatan yang pelakunya telah selesai menjalani pidana
yang dijatuhkan, atau diberi grasi atau dibebaskan di pihak

Diminta;
c. terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa permintaan bantuan

itu dengan maksud untuk menuntut atau memidana seseorang

karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau
pandangan politik atau bahwa permintaan bantuan itu akan
merugikan orang yang bersangkutan karena alasan tersebut;

d. permintaan, jika diberikan akan merugikan kedaulatan pihak

Diminta, keamanan, atau kepentingan utama rainnya, meliputi
juga pertimbangan terhadap keselamatan setiap orang dan
menyebabkan beban berat terhadap kekayaan pihak Diminta;

e. permintaan itu berkaitan dengan penuntutan dan pemidanaan
terhadap seseorang untuk perbuatan yang tidak dinyatakan
sebagai suatu kejahatan, jika perbuatan itu dilakukan di dalam
yurisdiksi pihak Diminta.

Bantuan dapat ditolak jika permintaan itu berkaitan dengan
penuntutan terhadap seseorang atas suatu kejahatan yang tidak
dapat lagi dituntut karena alasan kadaluwarsa jika kejahatan itu
dilakukan di dalam yurisdiksi pihak Diminta.

6

7.Bantuan...
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7. Bantuan dapat ditunda jika permintaan akan mempengaruhi
penyidikan atau penuntutan yang sedang dilaksanakan pihak

Diminta.

Mulai Berlaku dan Berakhir:
a. Perjanjian mulai berlaku pada tanggal terakhir pemberitahuan

oleh Para Pihak bahwa persyaratan nasional masing-masing
untuk berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi;

b. Perjanjian ini akan berlaku untuk perjanjian yang dilakukan baik
sebelum dan setelah tanggal murai berlakunya perjanjian ini;

c. salah satu Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini setiap saat
melalui pemberitahuan tertulis. pengakhiran mulai berlaku
6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan;

d. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi
penyelesaian dari setiap kegiatan yang sedang berjalan yang
disetujui Para Pihak berdasarkan perjanjian ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5513

8



PERJANJIAN
ANTARA

REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA
TENTANG

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Republik lndonesia dan Republik Korea (dalam hal ini disebut sebagai
"Fara Pihak");

BBRHASRAT unttrk meningkatkan kerjasama yang efektif kedua negara
dalarn pencegahan penyidikaq penuntutan dan penanggulangan kejahatan
melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

Pasal I
RUANG LINGKUP PENERAPAN PERJANJIAN

Para Pihak, berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, saling memberikan
bantuan dalam maslah pidana.

2. Yang dimaksud oleh Perjanjian ini, masalah pidana adalah penyidikan,
penuntutan atau proses acara yang berkaitan dengan setiap kejahatan
yang dapat dihukum pada saat permintaan bantuan diajukan, berdasarkan
jwidiksi pihak yang berwenang di Pihak Peminta.

3. Masalah pidana rneliputi juga masalah mengenai kejahatan terhadap
hukum yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan, pengawasan
pertukaran mata uang atau masalah penghasilan lainnya, tetapi tidak
meliputi masalah yang tidak ada hubungannya dengan proses acara
tersebut.

I



4. Elantuan harus melipufi :

(a) pengambilan alatlbarang bukti atau pemyataan dari orang;
(b) pemberian informasi, dokumen, catatan dan barang bukti;
(c) Iokasi atau identifikasi orang atau barang;
(d) penyampaian dokumen;
(e) pelaksanaan permintaan untuk penyidikan dan penftaan;
(0 rnembuat pengaturan untuk orang yang memberikan kesaksian atau

membantu dalam penfidikan, penuntutan atau proses acara pidana
di Pihak Peminta;

(g) penelusuran, penahanan sementard, perampasan dan penltaan
yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan dan yang dihasilkan dari
membanhr dilakukannya kejahatan;

(h) bantuan lain yang diperlukan dengan Pihak peminta dan tidak
bertentangan dengan Perjanjian ini maupun hukum di pihak
Diminta.

5. Bantuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak meliputi :(a) ekstradisi, atau dengan maksud untuk penangkapan atau penahanan
setiap orang;

(b) pelaksanaan di Pihak Diminta mengenai putusan pidana yang
dijanrhkan di Pihak Peminta kecuali dalam batas yang
diperbolehkan oleh huhrm Pihak Dminta dan Pe{anjian ini;

(c) pemindahan orang dalam penjara unhrk menjalani pidana;
(d) pemindahan proses acara dalam masalah pidana.

Pasal 2

BANTUAN I,AIN

Pe{anjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang ada antara para

Pihak, baik itu berdasarkan persetujuan lain, pengahuan atau cara lain, serta
tidak menghalangt Para Pihak untuk saling memberikan bantuan baik itu
berdasarkan perjanjian, pengahran atau cara lain.



Pga Pihak setiap saat harus memiliki orang atau Pejabat yang ditunjuk
oleh Kantor Pusat unhrk menjamin dan menerima permintian uniuk
maksud Pe{anjian ini.

Pasal 3
KANTOR PUSAT

harus-berhubungan satu dengan yang lain secara langsung,
mereka memilih, dapat berhubungan melalui *r".*

2' Orang atau pejabat berikut ditunjuk trntuk menjadi Kantor pusat pada
saat dimulainya Pe{anjian ini :

(a) unhrk Republik Indonesia, Kantor h.rsat adalah Menteri
Kehakiman dan HAM atau pejabat yang dinrnjuk oleh Menteri
tersebut.

(b) Unhrk Republik Korea, Kantor Pusat adalah Menteri Kehakiman
atau pejab at y ang ditunj uk oleh Menteri tersebut.

3. Para pihak hanrs saling memberitahukan adanya penrbahan terhaclap
Kantor hrsat.

4. Kantor h.rsat
namun jika
diplomatik.

Permintaan banhran harus memuat:
(a) rraian maksud permintaan dan sifat bantuan yang diminta;
(b) identifikasi dari orang, badan atau instansi yang mengajukarr

permintaan;
(c) meliputi uraian mengenai sifat rnasalah pidana termasuk, uraian

ringkas fakta yang relevan, huktm, dan ancnman pidana yang
dikenakan;

(d) meliputi pernyataan yang menunjukan status terakhir dari
penldikan atau proses acara;

(e) meliputi pernyataan yang menerangkan mengenai batas waktu
yang diinginkan untuk melaksanakan permintaan.

Pasal 4
ISI PERMINTAAN

sejauh itu relevan dan dimungkinkan, harus2. Permintaan banhran,
memuatjuga:



(a) idenfitas, kewarganegaraan, dan lokasi dari orang atau orang yang
menjadi subyek, atau orang yang mungkin rnemiliki indrmasi
berkaitan dengan masalah pidana;

(b) dalam hal bannran berdasarkan pasal l0 :

(i) rraian masalah morgenai orang yang akan diperiksa, apabila
dimungkinkan, tennasuk pertanyaan yang diajukan oleh'pihak
Peminta terhadap orang tersebut;

(ii) uraian dari dokumen, catatan atau barang bukti yang
dihasilkan dan, sejauh itu rerevan, uraian mingenai orung
yang tepat unhrk diminta memberikan keterangan tersebut;

(c) dalam hal permintaan banhran berdasarkan Pasal i t atau pasal 12,
hanrs disebutkan informasi mengenai hrnjangan dan biaya yang
diberikan unhrk perjalanan orang ke pihak peminta;

(d) dalam hal permintaan banhran berdasarkan Pasal 15 atau pasal 16,
uraian mengenai barang-barang yang dicari, dan sejauh itu relevan,
mengenai lokasi barang-barang itu berada;

(e) dalam hal permintaan bantuan berdasarkan pasal 16 :

(i) pemyataan yang menjadi dasar keyakinan pihak peminta

bahwa hasil kejahatan berada dalam yurisdiksi Pihak Diminta;
dan

(ii) putusan pengadilan, jika ada, yang dapat dilaksanakan dan
pernyataan mengenai status putusan tersebut;

(fl) dalam hal permintaan bantran untuk pengembalian hasil kejahatan
atau yang telah diketemukan, diperlukan pernyataan pengaturan

khusus berdasarkan Pasal 16 ayat 4;
(g) pernyataan mengenai tata cara atau adanya syarat tertentu di pihak

Peminta, atau yang dapat mempenganrhi terhadap permintaan,
meliputi rincian yang harus diberikan mengenai 

-masalah 
atau

setiap bentuk informasi, barang bukti, dokumen atau baran g yang
diminta untuk diserahkan;

(h) pernyataan, jika ada, oleh Pihak peminta mengenai kerahasiaan

dari permintaan dan alasan-alasannya;
(i) dalam hal pejabat dari Pihak peminta bermaksud melalankan

pe{alanan ke Pihak Diminta berkaitan dengan permintaan,

informasi mengenai maksud kunjungan pejabat tersebut, jangka

waktu dan pengaturan perjalanannya; dan
(,) setiap informasi penunjang lainnya, barang bukti atau dolanmen

yang diperlukan, atau dapat membantu, Pihak Diminta memenuhi
permintaan tersebut.



3' Permintaan, rtoq d.ghrqren penunjang dan komunikasi yang dibuar
sesuai dengan perjanjian ini, harus iitirt Jdm urtasa pihak peminta

dan disertai dengan teriemar,annya kedaram uuiiuru pihak Dminta atau
kedalam bahasa Inggris.

4. Jika pihak Diminta menganggap bahwa informasi y'tgterdapat daram
permintaan tidak cukup *i.]t memenuhi permrntaan bantuan sesuai

dengan pe{anjian ini, piirak Diminta orprt r.[irt, informasi tambahan.

5' Permintaan harus dibuat, secara tertulis kecuari pihak peminta dapat
menerima permintaan daram bentuk rain dar-aln-l.ror* yang mendesak.

Dalam keadaan :rryq ini, permint *, ;rn ri;^;;us diterapkan daram

;ffi 
tiga. putuh hari (30) hari kecuari pihak o-iriit. menyehrjri jangka

Paiat 5
PENOI,AKAN BANTUAN

I. Bantuan harus ditolak jika :

(a) permintaan ueitaitan dengan kejahatan yang menurut pihak

Diminta adarah kejahatan v*g b;;rifht'poritifi ,tri, 
" 

t.:uhrrun
berdasarkan hukum militer;

(b) permintaan berkaitan- denlan penuntutan terhadap seseorang atas

kejahatan yang perakunya- tirut rrrerai m9{.1rani pidana- yang

dijaruhkan, atau.diberi grasi atau dibebaskan ainhJ oiriri" 
,

(c) terdapat atasan kuat unltuk menduga bahwa permintaan bantuan iftr
dengan maksud unhrk menrurfut atau memitana seseorang karena

alasan suku, jenis keramin, .g*r;, 
'ilwarganegaraan 

atau
pandangan poritik atau bd.* i.n"int*, bantuan itu akan

menrgikan orlg yang bersanghrtan'ka.*. oi.r* tersebut;

(d) permintaan, jiti- oiSrrikan, *.u, merugikan kedauratan pihak

Diminta, keamanan, atau kepentingan ut firlrrrnya, metiputi juga
pertimbangrn . -terhadap 

'keserimatan -'-setiap 
orang cran

menyebabkan beban berat terhadap kekayaan piuk oirini.l
(e) permintaan itu berkaitan ae.ncan ffi*; dan pemindanaan

terhadap seseorang_ unhrk perutign v-g irarl dinyatakan sebagai

suahr kejafratan, jika perbuatan itu d,ra"ku[an aia'.i#**iriir.ri
Pihak Diminta.



2' Banhran dapat ditorak jika permi$1an it, berkaitan dengan penrurtutan

terhadap seseorang atas suahr kejahata;. y.rfi;ak dapat ragi dihrntut

[il:fdfsan 
kadaruarsa :iu r.r:ir,ut , iti,,'Jfiui.,ir.rn didaram juriscriksi

3' Bantuan dapat dirunda oreh 
lihak. Diminta jika permintaan akan

ffiff;ItrH penldikan atau penuntutan vans seoang iiirtrr*Lan cri

4' seber,m menorak atau menunda pemberian bantuan sesuai dengan pasar

ini, Pihak Diminta melalui f*t , hrsat harus :

(a) memberitahukan dengan segera pihak peminta dengan arasan
penolakan atau penundaan te.sebut; dan

(b) mengkonsurtasikan o"ngun pihal peminta urhrk menentukan
apakah banhran dapat ?iu.ritro bil;;;;k", syarar-syarat dan
kon di si y ang dianggap perl u ol eh pi h ai.' ir; l;".

5' Jika pihak peminta menerima b.gt delean syarat dan kondisi yang
ditentukan ayat 4 b, maka- permintaan bantuan ditaksanakan sesuai
dengan syarat dan kondisi trrrJUut.

Pasal 6
PELA KSANAAN PERMINTAAN

I. Permintaan bantuan harus diraksanakan dengan segera oreh pihak
benvenang di pihak Diminta sesuai ornsun"?rtentuan huhrm pihak

tersebut, dan sejauh diperborehkan huhrm aiEr,ri. Diminta, dengan cara
yang dikehendaki oleh pihak peminta.

2' Pihak Diminta dapat menunda penyerahan barang yang diminta jika
barang itu sedang diperrukan ,irt * pro*. ururo berkaitan dengan
masalah-masarah pidanl atau perdata di fi; ilminta. Daram har ini,

ilHh.?,minta 
hanrs, aras'permintaan, r.iU.rif.ur rolinan---r.sri

3. Pihak Diminta Lflr segera memberitahukan pihak peminta mengenai

keadaan, jika pihak oiirinta aupui r.'i'gJtr#:?;rya"r,lt-r,iT',run,
moryebabkan terhrndanya pelaksanaan perm intaan.



PENGEMBALIAN BARANG;ilffi KEPADA PIHAK DIMINTA

auh dikehendaki oleh Pihak Diminta, Pihak

rbalikan barang bukri
Peminta hanrs

bila baran

yang diberikan berdasarkan Pe{anj ran

rg bukti itu sudah tidak diperlukan
tnl

berka itan dengan

agl unhrk masalah pidana

permr ntaan

Pasal 8

KERAHASIAAN DAN PEMBATASAN PEN\,]GUNAA N

I. Pihak Diminta hanrs, jika diminta, mengrpayakan sebaik-baiknya

kerahasiaarr permintaan bintuan, isi pl*irtirllan dokumen-dohrmen

penunjangnya dan setiap tindakan sisuai dengan permintaan it,. Jika

permintaan tidak dapat diraksanakir.t+; ;;i;;;r, kerahasiaan, pihak

Diminta juga harus memberitahukan pilri peminta seberum

T.:l*ryrton penlrntaan itu, dan pihak peminta huu:us memberitahukan

ilHfr"?Hnta 
apakah permintaan tetap criajukan meskipu, *.-rr,egu.

2. Pihak Peminta hanrs, jika diminta,. mengrpayakan sebaik_baiknya

kerahasiaan informasi dan barang puhi yang diberikan oreh pihak

Diminta kecuari jika informasi di b.r;;;-,?d ihr diperrukan untuk

masalah pidana yang berkaitan dan setain i*i'vig diperborehkan oreh

Pihak Diminta.

3. Pihak Peminta hanrs, jika diminta,.mengunarakan sebaik_baiknya untuk

menjamin bahwa informasi atau-uaran"gGkti*adarah d;riil;rg, dari

kehilangan cara-cara yang tidak benven"arg,'p"",uahan, pengrrngkapan

atau penyalahgrrnaan lainnya.

4' Pihak peminta tidak akan menggunakan informasi dan barang bukti

vang diperotehnva, unhrk maks-trd serain orlprau t;d;;;takan
didalam permintaannya tanpa persetujuan terle6ih dahulu dari pihak

Dirninta.



Pasal 9
PENYAMPAIAN DOKUMEN

l. Pihak Diminta harus, sejauh diperbolehkan oleh ketenhran hulomnya,
melaksanakan permintaan unhrk penyampaian dokum.n vurg u.itritun
dengan masalah pidana.

2' Permintaan penyampaian untuk .pe-m9l!r3r, yang mernuat panggiran
kehadiran seseorang sebagai saksi di Pihak 

-p"rinta 
harus'diajukan

kepada Pihak Diminta sekurang-lr*g,ry? empat putJ il;- r+i) n.ri
sebelum jadwal kehadirannya. Dara* [erdu* mendesak, pihak'oiminta

dapat mengesampingkan syarat ini.

3, Pihak Diminta 
- harus menyampaikan kepada pihak perninta bukti

penyampaian dokumen. Jika 
. 
penyarprian dokumen fidak dapat

dilaktrkan, Pihak Peminta akan diberitat u juga mengenai hal itu disertai
dengan alasannya.

4. seseorang yang 
-tidak dapat memenuhi setiap proses yang harus

dilakukannya, maka tenhadap orang tersebut 
'tiaat 

akan difenakan
htthtman atau tindakan lain sesuai dengan hukum pihak peminta atau
Pihak Diminta.

Pasal l0
PENGAM BILAN BARANG BUKTI

I ' Pihak Diminta hants, sejauh diperbolehkan ketenhlan hularmnya dan atas
permintaan, untuk mengambil kesaksian, atau selain dari pernvataan yang
diperoleh dari orang ihr, atau meminta barang buhi yang uou puorrvo
untuk disampaikan kepada pihak peminta.

2, Pihak Diminta, sejauh diperbolehkan oleh ketenhran hukumnya, hanrs

mengijinkan kehadiran orang tersebut sebagaimana disebutkun diduto*
permintaan selama permintaan dilaksanakan dan mengijinkan orang

tersebut untuk diperiksa dengan orang yang diminta kesafsiannya atau

barang bukti yang ada padanya. Dalam hal pemeriksaan secara lingsung

tidak diperbolehkan, diperbolehkan untuk omng tersebut secara teibuka

menyampaikan pertanyaan secara terftrlis.



3. Seseorangyang daripadanya diperoleh barang bukti yang berada di pihak

Diminta sesuai dengan permintaan berdasarkan pet'anjian ini, dapat
menolak memberikan barang bukti sejauh hukrmr apakatr- Pihak piminta

atau Pihak Peminta membolehkannya.

4. Jika seseorang di Pihak Dminta menyatakan bahwa terdapat hak atau
kewajiban untuk menolak memberikan kesaksian menunrt hukun pihak

Peminta, maka Kantor hrsat dari Pihak Peminta harus aatas permintaan
memberikan surat keterangan kepada Kantor hrsat Pihair Diminta
mengenai adanya hak itu. Dalam hal tidak ada bukti sebaliknya, strrat
keterangan itu menrpakan bukti yang cuhrp masarah tersebut.

5. untuk maksud. Pasal ini, pengambilan barang bukti meliputi pengadaan

gtau barang lainnya dokumen yang dihasilkan atau barang-Earang
lainnya.

Pasal I I
PEM INDAHAN ORANG TAHANAN/NARAPI DANA UNTUK

MEM BERII(AN KESAKSIAN.

seseorang tahanan/narapidana di Pihak Diminta, atas permintaan dari
Pihak Perninta, dapat dipindahkan sementara ke pihak peminta unhrk
memberikan kesaksian dalam proses acaradi pihak peminta.

2. Pihak Diminta harus memindahkan tahanan/narapidana ke Pihak peminta

hanyajika:
(a). orang itu bersedia untuk dipindahkan; dan
(b). Pihak Peminta sehrju sesuai dengan syarat yang ditenhrkan oleh

Pihak Dminta berkenaan dengan penahanan atau keamanan dari
oftmg yang akan dipindahkan.

3. Apabila Pihak Dminta menyatakan kepada Pihak Peminta bahwa orang
yang dipidahkan strdah tidak perlu lagi berada dalam tahanan/penjara,

orang itu harus dilepaskan.

4. Seseorang yang dipindahkan sesrni dengan permintaan berdasarkan pasal

ini hanrs dikembalikan ke Pihak Diminta sestni dengan ketentuan yang

disetujui oleh Pihak Dminta yang dilaksanakan sesegera mungkin

setelah orang itu memberikan kesaksian atau dalrlm waktu yang lebih

awal setelah kehadiran orang ihr tidak diperlukan lagi.



5' seseorang yang- dipindahkan harus diakui masa hukuman yang

l3,|lffirhln'F#91' *t'r' *ult, '.rr* oong itu meniirrn'l

M ENGHADI.TTTN O*ONId.iIli UNTUK M EM BER I KAN
K ESA KSIAN A TA U UNTUK r,r'r*IrErVf U' P TUYTDIKAN

I ' Pihak peminta dapat meminta bantuan pihak Diminta untuk mengatur
pemindahan seseor:rng (bukan orang sebagaimana dimaksud oiaatanr
Pasal I I pe{anj]-) dTs., ferselujilr;dil; f"paaa pihak peminta

untuk memberikan kesatrlian'rt* uu,rrlffi;, i*kaitan datam masarah
pidana di pihak peminta;

2. lika Pihak Dminta dapat menerima bd.*. pengattuan yang memuaskan
akan dirahrkan oreh piiak p.rintu ,ntur *!rju'ri, t *anan o'urg itu,
Pihak Diminta meminta prrrrt Su.n d*i',-"o*g tersebut untuk
memberikan kesaksian atau'bantuan di pihak peminta. orang tersebut

Iffi;#H:tahukan 
,.ng.nuiliiap uiaya' .t*-t ryansan yans wajib

Pihak Diminta harus segem mernberitahukan pihak peminta mengenai
kesediaan o*g t.rr:d il,],F. ;,*o-; menyetujui, mengambil

ffi;,*.*gkah-langkah 
yang oip.rrut-,,i*r. r*rudahkan permintaan

Pasal 13

TINDA KA N JAM INAN KESEI,AMATAN

l ' Dengan memperhalk* ayat 2 pa.sar ini, apabira seseorang berada di
Pihak peminta 

!er!as3rk* perrrr- vj,g'Ji4rrr.* menurut pasar rI
atau Pasal 12 pdanjian ini, serama ;rkd il; tersebut dipertukan,

tetap tinggal di pihak peminta ,rn* rut*i-*,ri,iirr"n,

(a) orang tersebut tidak akan ditalran, dituntut atau dihukum di pihak

Peminta untuk pelanggaran apapun, atau tidak menjadi pihak

dalam proses- se{ara peiaata apapun, renj.aiirrsrg.t'rrrr, ",iart

dapat dikenakan padanya jla ia-tiJ;fi;;, aifrr,ai pirino,
berkenaan dengan perbuata

seber um orans i tu me ni n ggal-ff ffi# Btr?i,f rX, 
g dit akukannya



(b) orang itu tidak boreh,. tanpa persetuj,annya, dimfnta untt*
memberikan kesaksian ,.i;"il;"ffi;;s secara pidana atau
membantu suatu penyidikan pidana ,rta,:n ar.ipada masarah pidana
yang berkaitan dengan permintaan

2' Ayat I pasar ini tidak berraku rp jita olqg itu, seteralr bebas untuk
persr, tidak meninggalkan nrrar< i.:li;t iJrir';r1gka.-war,rru (r5 hari)
lima belas hari iltrutt or-u ,o, secara ,"rri diberitahu bahwa

[*;,1f il:ffi :'f hliperrukan-r'b*',';;r.h';;,ins;ri.;;*;;s;itu,

3' Seseorang yang tidak memberikan 
.persefujuan untuk memberikan

kesaksian vang dimaksud drr-, pasal'r- jriii.rut 
12 perjanjian ini

tidak akan, ri.r* atasan i* giTry delgnn suahr pidana atau

$lffilffi,#llru p
aksa apapun oreh pene.ar'fi" pihak pLminta atau

4' seseorang yang mernberikan persehg'uannya unfuk mernberikan

kesaksian ymg -dimaksud 
our., iasar r r ,t ir-prsar 12 pe{anjian ini

tidak akan dirahrkan p.r*tot n berdasarkan kesaksiannya, kecuari
unhrk sumpah palsu atau penghil;n terf,rJap perrAjm.

Pasal 14

PENYEDIAAN INFORMASI

I' Pihak Diminta harus memberikan sarinan dari dokumen dan catatan yang
terbuka unhrk 

Tnum yang merupakan bG; d.,, daftar umum atau
daftar lain, atau dapat aiU"[rt.iidiperiksa oleh umum.

2' Pihak Diminta dapat memberikan sarinan doramen atau catatan dengan

cara yang sam_a.d.an dens-an syarat-s.v_ara! yang sama apabira karau

dokumen atau catatan tersibut d"put diberikan kepada penegak hurarm

atau pejabat peradilan.



PE,NCARIAN DAN PENYITAAN

Pihak Diminta, sepanjang huk,mnya me,ngr.zinkan, hanrs meraksanakan
permintaan yans berfaital oengan l3rrrir, pil;;-di pihak peminta

ilil[#rrcari, 
menyita dan r.frvr*r,t_-b;il;taan kepada pihak

2' Pihak Dminta harus memberikan informasi sebagaimana diminta oreh
Pihak peminta, mengenai hasir dari p.n.oiln,"i"rpl, dan keadaan pada
saat penyitaan, dan penyimpanu, rcrrrjutnyullo-ng *r,u* tersebut.

3. Pihak peminta 
lT* memperhatikan setiap syarat ),ang ditetapkan oreh

ili*,?ffiti.1?#l r.uit.*v,- o',e;- b;;e 1i** -vu,g 
di,.;hr.*

Pasal 15

Pasal 16

HASIL KEJAHATAN

I'}ihak Dminta, 
?t?r permintaan, 

-lrarus berusaha untuk memastikan
apakah hasir kejahatan be.ada-' ai J.rur'ffiJoircinyu dan hanrs
memberitahukan kepada pihak p.rintr rrng*ui hasir penyidikannya.

2. Dalam hal,

diketemukan,
menurut

Pihak
ayat l, hasil kejahatan yang dicurugai itu
Dminta hrus mengambil indak;-- d;

ularmnya untuk ,.nri'an dan menyita hasildiperbolehkan oleh h

kejahatan tersebut

' Dalam melaksanakan pasar ini, hak.d1i. nihak ketiga yang beritikad baik
harus dihormati menurut huhrm nt ut Diminta.

' Pihak Dminta harus menahan rqhl hasir kejahatan yang disita, kecuati
unhrk kasus tertenhr yang disetu3ui, U"rlutr-i;i;:'-*'

. unhrk maksud pedanjian ini "hasir kejahatan,, berarti setiap barang yang

dicurigai, atau dinyatut an oteh fngadilq,-rru.* barang yang berasal

dari atau diperoreh, 
.ralqsuns'ut"u tidrk rangsung sebagai hasir dari

dilahrkannya suatu kejalatai .t l r,*g, i"r-*# dari barang dan

keuntungan lain yang berasar auri aiutu,?rvu'i** kejarratan, dan



termasuk barang yang digunakan unftik melakukan atan memudahkan

dil akukannya kejahatan.

P E NG I.'A,O N";Ti,J, *",,A HA N

I ' Dengan memperhatikan ayat 2, permintaan banhran, clokumen
pentufangnya dan dokumen atau. barang y.rg diberikan ,.uugriJu*.u*
atas permintaan, tidak harus diperrukan s,itu bentuk p.nEiiri* atau
pengesahan.

2' Apabila dalam kasus tertenhr Pihak Diminta atau pihak peminta merninta
bahwa dokurnen atau 

-barang disahkan, a;h,m;, atau barang hanrs
disahkan dengan cara sebagaimana diatur didaram ayat 3.

3. Dokumen atau barang adatah sah untuk maksud pe{anjian ini jika :

(a) ditandatangani atau dikuatkan oleh hakim aLu pejabat lain di atau
dari Pihak yang mengirimkan dolarmen; dan

(b) dibrbuhi dengan cap resmi dari pihak pens,rim dokumen atau dari
Menteri, Departernen atau dari pejabat peml;ntah, dari prr,.r. it,.

pasal lg
PENGATURAN TAMBAHAN

Kantor hrsat masing-masing pihak dapat membuat pengaturan tambahan
yang sesuai dengan eiuan pe{anjian ini dan hukum kedua nn*.

Pasal 19
PERWAKILAN DAN BTAYA

Kecuali jika diah' lain daram perjanjian ini, pihak Diminta hanrs
menfapkan hal-hal yang diperlukan ugat Pilrrk Peminta diwakili ,*
huhrnn dalam setiap pror"r acara pid-ana yang tirnuur karena adanya
permintaan bantuan dan dengan demikian pir,rri Di,,d. ,t"-'r"*,r.ili
kepentingan Pihak peminta.



2. Pihak Diminta lmnrs menanggung biaya untuk memenuhi permintaan
banhran kecuali biaya yang hanr.s ditanggung oreh pihak peminti y.it, ,

(a) biaya yang_ berhubungan dengan penganghrtan orang ke Ltau dari
wilayah Pihak Diminta dan biaya akomJoasi orang r-t, aur. ,.tiup
tupah, tunjangan atau biaya rain yang wajib dibay; kepada o*u
itu selama berada di pihak peminta-berdasa*u, ir*irtrrn
menurut Pasal 9, pasar r r atau pasal 12 perjanjian ini;

(b) biaya yanP berhubungan dengan p,grLrngr.ui- pehrgas

tahanan/penjara atau petugas pengawal;
(c) upah dan biaya dari ahli dan biaya yang berhubungan dengan

terjemahan doktmen.

3

Pasal 20
KONSULTASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak harus mengadakan konsultasi dengan segera, atas permintaan
pihak lainnya, mengenai suatu hal yang uertriuung;; dingan ;;rfrir*,
penerapan atau pelaksalaan perjanjian ini, baik iecura umum maupun
dalam kaitannya dengan kasus tertentu.

Jika timb.l biaya sebagai akibat dari pelaksanaan permintaan yang
memerlukan biaya yang bersifat kfiusus, para pihak ["*,
memberitahukan,ntuk memutuskan keadaan-keadaan syarat unhrk
permintaan bantuan dapat diberikan.

Pasal 2l
AMANDEMEN

fedgjial ini dapat diamandernen setiap saat dengan pcrsetujuan ke
dua Pihak dan akan mulai berlaku setelal persyaratin nasional inasipg-
masing telah dipenuhi.

Pasal 22
MULAI BERLAKU DAN BERAKHIR

I. Perjanjian ini mulai berlahr pada tanggal terakhir pemberitahuan oleh

Para Pihak balwa persyaratan nasional maiing-masing untuk

berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi.



2. Perjanjian ini akan berlaku ur
seuer,m oan seterarr t ngg.i rni;l*ri.H,ffi ?.#l?rndi 

,alcukan baik

3' salah satu pihak dagat Tengal&lri 
pajanjian ini setiap saat merarui

pemberitahuan tertuiis. penlakhiran ,[# ,,,iJ berraku enam (6)
bulan setelah tanggat pemberiiahuan.

4. Pengakhiran perjanjian ini tidak .*ln mempenganrhi penyeresaian

dari setiap t e.atT rcng sedang berjaran yangdisetujui para pihak
berdasarkan perjanj;air inl

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawarr ini, yang diberi kuasa
oleh Pemerintah masinL-m-uring t"rrrr r.iiuna"rrs*i pe{anjian ini.

DIBUAT datam rangkap dua di.s*.o.yL... pada tanggar.Jp..tn4**
pada tahun dua ribu drua,-daram u.rrr.r. rndonesia, u.t rm Korea, dan bahasa
Inggris, Remua naskah mempunyri Leh,rtr; r;;rrr.
iffim;:oadi 

perbedu* plrufrion, ;ffi;d",, bahasa rnggris akan
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fi RIIPIJBT,IC OF 
'*ON*,f,*ffiH'O,* REPUBLIC OF I(OREA

MUTUAL LEGAL ASSISTA$}, IN CRIMINAL NTATTENS

X':r[:'J]*":ljydon"ia and the Repirbric of Korea (hereinafter referred to

NGtoimprove the effecti

TREATV

veness of both.,countries ln the prevention,

througfi cooperation andvestigation, prose, eution and suppression of crime
utual assrstance in criminal maffers;

HAVE AGttEED as follows:

2.

J

scopu elf#fllcArroN

The parties 5hafi,' inlauoondiftaooryitl the.,pr.vidons of this Treaty,
grant each other assistance in cilniinal *il;;. 

'.e,v,

For the purposes of thi;. Trcatryr priminar.rnatters mean investigations.
prosecutions or oro.eedings*j'airnlg t9 any o$en.o tn. p*isbment oi
which at rhe ti,ne of. nn? iffir*:.fo, assisturce, fillls wittin the
jurisdiction of the competent auihorities.of the Requlsdngparfy.

'Crimin al matters also. include urattop:b6nneoted wi$lpffeuces against
a law rerated to raxation, ,rrtilTior-r,ilroffit],hauge.conrrol 

or
sthcr revenue rnatters, urt uotrm*-,conneodon,.witri..non 

crr.minal
proceedings relafing thereto.

Assistance shall include:
(a) taking evidence or statemerits.from persons;

(b) providing i,formation;---a"*"*"orr, records and articles of
evidence;

4

(c)
(d)
(e)

Iocating or identifiing persons or items;
serving documents;

executing requests for searoh*and seizure;

I



(0 m3kine-arra,gements for perso,s to give evidenca or assist in
criminal. investigations, pros..uiiorr, or proceedings in the
Requesting party.

Ir]'g,restraining, forfleiting and confiscating the proceeds a,d
rnstrumentalities of criminal activities; and
other assistance deemed necessary-by the Requesting party and
consistent with this Treaty as weri ai the ldw'of ,h."R.qu.rt.a
Party.

(g)

(h)

5 Assistance granted under this Treaty does not include:
(a) the extradition, or the ,...ri or detention roi fl,ut purpose, of

any person;
(b) the execution in the Requested party of criminar judgements

imposed in the Requesting party .*..pt to the extent permitted
by the law of the Requested parry ana ir,is rieut;'-"'
the transfer ofpersons jn custoOy to ,.rue sentences;.

the transfer of proceedings in criminaf mafters.
(c)
(d)

Article 2

OTHER ASSISTANCE

ts Treaty shal not affect anv existing bI between
ether

0 gations the Parties,
purs uant to other Eeaties zuTangeme n tS, or otherwise,

Parties frorn providi
nor prevent

ng ass istan ce to each other prlrs ruant to other treati
arTangemen tS, or otherwi

es

SE

Article 3
CENTRAL AUTHORITY

The Parties at ail tirnes shall each have a person lvho, or an authority
which, is^designated as the central Authority to transmit and receive

requests for tlre purposes of this Treaty.

The following persons or authorities are hereby designated to be the

central Authorities at the commencement of thii Treaiy:
(a) For the Repubric of Indonesia; the c.nt ri authority is the

Minister of Justice and Human itight o, u,ioificiar aeiignaieJ

by that Minister.
(b) For the Repubric of Korea, the centrar Authority is trre Minister

of Justice or an official designated by thailurirrirt.r.

2
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4

i::il.rf,Ty 
shall noti$' the other of anv change of its centrar

'l'he centrar Authorities sha, nonnalll, communic.rte directrl, *,itrr one

SillrXli: 
but ma1" irthev tt;t;;;;;*municate trrrougrr the dipromatic

Article 4
coN,r.uN'l,s o!. Rt:QUES.r.s

Requests for assistance shall:
(a) speci$' the purpose of the request and trre nature of the

assistance soughi;
(b) 

ff[|?; 
the itt or, asency or authority that initiated ttre

(c) incrude a description of the ,ature of the criminar matter,
incl*ding a summary of the rereranr faJts and ra*,s and

, ,\ applicable penalties;

(d) incrude a statement indicating trre current shtus of the

/^\ inrestigation or proceeding;

(c,) rnclude u .:Lt:,r.:nt ,p..i6,ing any tirne frame u,irhin uhic,
compliance lvith the requesi is desired.

2

*::r[:i:,fr 
assisrance, *'rrere rerevant and so far as possibre, sha,

(a) the identity, nationarity and location.of the person or persons

lvho are the subject ot, oi l'ho ma1, hon,. infi.*ation rele'ant
to, the crirninal matter;

(b) l'here the request is foi assistance under Articre r 0 :

(i) a description of tt . ,ratters about n,hich persons are to be
examined-incruding, where u.ppropiiui.i an1' questions

that the Requestin! part1, rvisires ,o b. pu, to those

putsoils;

(ii) a description of an1' documents, records or articres of
evidence to -be produced ,na, 

-i*.r. 
rerevant, a

description of the appropriate perso;; be asked ro
produce them;

3



(c) u'here the request is for assistance under Articles ll or 12,
information about the allorvances and expenses to which a
person traveling to the Requesting Party would be entitled;

(d) rvhere the request is for assistance uflder Articles 1 5 or 16, a
description of the material sought and, rvhere relevant, its likely
location;

(e) where the request is for assistance under Article 16 :(i) a statenrent outlining the basis of Requesting party,s
belief that proceeds of crime ma1, be located in the
jurisdiction of the Requested party; and

(ii) the dourt order, if any, sought to be enforced and a
statement about the status of that order;(D rvhere the request is for assistance that may lead to or result in

the disoovery or recovery" of proceeds of crime, a statement as
to whether a special arangement under Article 16 paragraph 4
is sought;

(g) a statement outlining any particular requirement or procedtre
that the Requesting Party may have, or wish to be followed in
giving effect to the request, including details of the rnanner or
fontr in which any information, evidence, document or item is
to be supplied;

(h) a statement setting out the wishes, if any, of the Requesting
Party concerning confidentiatity of the request, and the reasons
for those rvishes;

(i) where an official of the Requesting party intends traveling to
the Requested Party in connection with the request, infonnation
about the purpose of that person's visit, the proposed time
frarne and travel uurangement; and

0) any other supporting infonnation, evidence or documents that is
necessary to enable, or may assist, the Requested party to give
effect to the request.

A request, any supporting documerrtation and any communications
rnade pursuant to this Treaty, shall be in the language of the
Requesting Party and be accompanied by a translation into the
Ianguage of the Requested Party or irr the English language.

If the Requested Party considers that the information contained in a
request is not sufficient to enable the request to be dealt rvith in
accordzurce with this Treaty, it may request additional infonnation.

4



5 A request shall be rnade in writing except that the Requested party
rnay accept a request in another fonn in urgent situations. In any sucir
situation, the request shall be confirmed in writing within thirty (30)
days unless the Requested party agrees otherwise.

REFUSA#$.i.'IISTANCE

Assistance shall be refused if:(a) !r. request relates to an offence that is regarded by the
Requested Party as an offence of a political chara.t., b, un
offence only under rnilitary law;(b) the request relates to the prosecntion of a $erson for an offence
in respect of which the person has been finally acquitted or
pardoned or has served the sentence imposed in the liequested
Party;

(c) there are substantial grounds for believing that the request for
assistance has been made for the purpose of persecuting or
punishing a person on account of that p.rron', .u.., -r.*,
religion, nationality or political opinions, oi that the request foi
assistance will result in that person being prejudiced foi any of
those reasons;

(d) the request, if granted, would seriously impair the Requested
Party's sovereigrrty, security or essential inierests,
considerations of which may include the safety of any p.rroni
and the burden on the resources of the Requestid Rarti; or(e) the request relates to the prosecution or pirnishment oflu p.rron
for conduct that would not, if it had iaken place within the
jurisdiction of the Requested party, have constiruted an offence.

Assistance rnay be refusecl if the request relates to the prosecution of a
person flor an offence for which the person could no longer be
prosecuted by reason of lapse of time if the offence had been
comrnitted within the jurisdiction of the Requestecl party.

Assistance may be postponed by the Requested party if the request
relates to an ongoing investigation or prosecution in the.Requested
Party.
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4 Before refusing or postponing assistance pursuant to this Article, the
Requested Party, through its Central Authority, shall :

(a) prornptly iufonn the Requesting rarty of the reason for
considering refusal or postponement; and

(b) consult with the Requeiting party to deterrnine whether
assistance may be given subject to suth tenns and conditions as

the Requested Party deems necessary.

If th.e 
.Requesting Party accepts assistance subject to the terms and

conditions referred to in paragraph 4 O), it shall comply with those
terms and conditions.

ExEcur,$fftf lrorurrc
Requests for assistance shail be carried out prornptiy by the competent
authorities of the Requested party in accordancqwith the laws ortnut
Party and, to the extent those laws pennit, in the manner requested by
the Requesting Party.

The Requested party rnay postpone the delivery of material requested
if such material is required foi proceedings in'respect of criminar or
civil matters in that party. If this is the casJ, the Requested party shall,
upon request, provide certified copies of docurnents.

The Requested a?n, shail prornptly infonn the Requesting party of
circumstances, when they become'known to the R.qu..t.o purty,
which are likely to cause a significant delay in carryirrg out th.
request.

5

2

3

Article 7
RETURN OF'MATERIAL TO REQUESTED PARTY

requ red by the Requested Party the Requesting Party Shal return
al provr ded under ,h is Treaty when it s no onger needed for the

inal matter to wItich the request relates.

6

I



I

CON FI D ENTIA L I''frIi.J.f' M ITATI ON O F TIS B

The Requested Party shall, if so requested, use its best efforts to keep
confidential a request for assistance, the contents of the request and its
supporting documentation, and any action taken pursuant to the
request. If the request cannot be executed without breaching
confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting
Party before executing the request, and the Requesting party shall
advise whether it nevertheless wishes the request to be executed.

The_Requesting Party shall, if so requested, use its best efforts to keep
confidential the inforrnation and-evidence providecl by the Requested
Party, except to the extent that tlie evidence and infonnation is needed
for the oriminal matters to which the request relates and where
otherwise authorized by the Requested party.

The Requesting Party shall, if so requested, use its best efforts to
ensure that the infonnation or evidence is protected against loss and
unauthorized access, use, modification, disclosure or other misuse.

The Requesting Party shall not use the information or evidence
obtained, nor anything derived from either, for purposes other than
those stated in a request without the prior consent of the Requested
Party.

Article 9

SBRVICE OF DOCUMENTS

The Requested Party shall, to the extent its laws permit, carry out
requests for the service of documents in respect of a crirninal matter.

A request for service of a summons requiring the appearance of a

person as a witness in the Requesting Party shall be rnade to the

Requested Party not less than forty five (45) days before the
scheduled. appearance. In urgent cases, the Requested party may
waive this requiremellt.

2
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4

The Requested Party shall forward to the Requesting party proof of
service of the documents. If service cannot be effected, the Requesting
Party shall be so informed and advised of the ieasons.

A person who fails to comply with any process served on hirn or her
shall not thereby be liable to any penalty or coercive nleasure pursuant
to the law of the Requesting Party or the Requested party.

Article l0
TAKING OF EVIDBNCB

The Requested Party shall, to the extent its laws permit and upon
request, take testimony, or othenvise obtain statements of personi or
require them to produce itpms of evidence for transmission to the
Requesting Party.

The Requested Party, to the extent perrnitted by its law, shall permit
the presence of such persons as specified in ttre request during the
execution of request, and may allow such persors 1o question the
person whose testimony or evidence is being taken. In the event that
such direct questioning is not permitted, suctr persons shall be allowed
to submit written questions.

A person from whom-evidence is to be taken in the Requested party
pursuant'to a request under this Article may decline to give evidence
where the law of the Requested party or that of the Req-uesting party
so provides.

If any person in the Requested party claims that there is a right or
obligation to decline to give evidence under the law of the Requisting
Pafty, the central Authority of the Requesting party shali, upon
request, provides a certificate to the central Authority of the
Requested Party as to the existence of that right. In the absence of
evidence to the contrary, the certificate shall be sufficient evidence of
the matters stated in it.

For the purposes of this Article, the taking of evidence includes the
production of documents or other articles.

I
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Article I I
TRANSFER OI.- PERSONS IN CUSTODY TO GIVE EVIDENCE

A person in custody in the Requested Party may, at the request of the
Requesting Party, be temporarily transferred to that Party to give
evidence in crirninal proceedings in that Party.

The Requested Party shall transfer a person in custody to the
Requesting Party only if :

(a) the person freely consents to the transfer; and
(b) the Requesting Party agrees to cornply .,vith any conditions

specified by the Requested Party relating to the custody or
security of the person to bg transfened.

Where the Requested Party advises the Requesting Party that the
transferred person is no longer required to be held in custody, that
person shall be released.

A person who is transferred pursuant to a request under this Article
shall be returned to the Requested Party in accordance with
arrangements agreed by the Requested Party as soon as practicable
after the evidence has been given or at such earlier time as the
person's presence is no longer required.

A person transferred shall receive credit for service of the sentence
inrposed in the Requested Party for the time served in the custody of
the Requesting Party.

Article I2
AVAII,ABILITY OF OTHBR PERSONS TO GIVE EVIDBNCE OR

ASSIST INVR,STIGATIONS

The Requesting Party may request the assistance of the Requested
Party in ananging for the transfer of a person (not being a person to
whom Article I I of this Treaty applies) with his or her consent to the
Requesting Party to give or provide evidence or assistance in respect
of a criminal mafter in the Requesting Party.

9



2 The Requested Party shall, if satisfied that satisfe.ctory arrangements
for that person's safety will be made by the Requesting Party, invite
the person to consent to give or provide evidence or assistance in the
Requesting Party. The person shall be informed of any expenses or
allowances payable. The Requested Party shall promptly inform the
Requesting Party of the person's response and, if the person consents,
take all steps necessary to facilitate the request.

Article 13

SAFB CONDUCT

Subject to paragraph 2 of this Article, where a person is in the
Requesting Party pursuant to a request made under Articles 11 or 12

of this Treaty, during the period that the person is required to remain
in the Requesting Party for the purposes of the request:
a. the person shall not be detained, prosecuted or punished in the

Requesting Party for any offence, nor be subject to any civil
proceedings, being civil proceedings to which the person could
not brsubjected if the person were not in the Requesting Party,
in respect of any act or omissiorr which preceded the person's
departure from the Requested Party; and

b. the person shall not, without the person's consent, be required
to give evidence in any criminal proceeding or to assist any
criminal investigation other than the crirninal matter to which
the request relates.

Paragraph I of this Article ceases to dpply if that persot), being free to
leave, has not left the Requesting Party within a period of fifteen (15)
days after that person has been officially notified that his or her
presence is no longer required or, having left, has returned.

A person who does not consent to give evidence pursuant to Articles
I I or 12 of this Treaty shall not by reason thereof be liable to any
penalty or coercive measure by the courts of the Requesting Party or
the Requested Party.

A person who consents to give evidence pursuant to Articles 1l or l2
of this Treaty shall not be subject to prosecution based on his or her
testimony, except for perjury or contempt of court.

I
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Article 14
PROVISION OF INFORMATION

The Requested Party shall provide copies of documents and records
that are open to public access as part of a public register or otherwise,
or that are available for purchase or inspection by the public.

The Requested Party may provide copies of any doctments or records
in the same manner and under the same conditions as they may be
provided to its own law enforcement and judicial authorities.

Article 15
SEARCH AND SEIZURE

The Requested ParU shall, to the extent its laws permit, carry out
requests made in respect of a criminal matter in the Requesting ParU
for the search, seianre and delivery of material to that Party.

The Requested Party shall provide such information as may be
required by the Requesting Parly concerning the result of any search,
the place and circumstances of seianre, and the subsequent custody of
the material seized.

The Requesting Parry shall observe any conditions imposed by the
Requested Party in relation to any seized material which is delivered
to the Requesting Party.

Article 16
PROCEEDS OF CRIME

The Requested Party shall, upon request, endeavour to ascertain
whether any proceeds of a crime are located within its jurisdiction and
shall notifu the Requesting Party of the results of its inquiries.

Where, pursuant to paragraph [, stspected proceeds of crime are

found, the Requested Party shall take such measures as are permitted
by its law to restrain or confisoate such proceeds.

I
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In the application of this Article, the rights of bona fide third parties
shall be respected under the law of the Requested Party.

The Requested Party shall retain any proceeds of crime that are
confiscated unless.othenrise agreed in a particular case.

For the purposes of this Treaty, "proceeds of crime" rnean any
property suspected, or foun* by a court to be property directly or
indirectly derived or realized as a result of the commission of an
offence or to represent the value of property and other benefits
derived from the commission of an offence, and includes property that
is used to commit or to facilitate the commission of an offence.

Articie 17
CBRTIFICATION AND AUTHENTICATION

Subject to paragraph 2, a request for assistance, the documents in
support thereof, and docurnents or materials ftunrished in response to a
request, shall not require any form of certification or authentication.

Where, in a particular case, the Requested or Requesting Party
requests that docurnents or materials be authenticated, the documents
or materials shall be duly authentioated in the manner provided in
paragraph 3.

Documents or materials are authenticated for the purposes of this
Treaty if:
(a) they purport to be signed or certified by a judge or other official

in or ol'the Party sending the docurnents; and
(b) they purport to be sealed with arr official seai of the Party

sending the document or of a Minister, a Departrnent or official
of the Government, of that Party.

Article 18

SU BSIDIARY ARRANGEMENTS

The Central Authority of each Party may enter into subsidiary arrangements
consistent with the purposes of this Treaty and rvith the laws of both Parties.

t2
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Afticle 19

REI'RESE IIITATION AND EXPENSES

Unless othenvise provided in this Treaty, the Requested Party shall
make all necessary an'angements for the representation of the
Requesting Party in an1, criminal proceedings arising out of a request
for assistance and shall otherwise represent the interests of the
Requesting Party.

The Requested Party shall meet the cost of fi.rlfilling the request for
assistance except that the Requesting Party shall bear :

(a) the expenses associated with conveying any person to or fi'om
the territory of the Requested Party, and the accommodation
expenses of the person and any fees, allorvances or other
expenses payable to that pdrson while in the Requesting Party
pursuant to a request under Articles 9, 1 l, or 12 of this Treaty;

(b) the expenses associated with conveying custodial or escorting
officers;

(c) fees and expenses of experts and those associated with the
translatiorr of documents,

If it becomes apparent that the execution of the request requires
expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult to
determine the tenns and conditions under which the requested

'assistance 
can be provided.

Article 20
CONSULTATION AND SETTLEMENT OF DISPUTES

The Parties shall consult protnptly, at the request of either, concerning any
issue relating to the interpretation, application or implernentation of this
Treaty, either generally or in relation to a particular case.

Article 2l
AMENDMBNT

This Treaty rnay be amended at any time by rnutual consent of both Parties
and shall enter'into force after their respective national requirements have
been fulfilled.
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Article 22
BNTRY INTO FORCE AND TBRMINATION

This Treaty shall enter into force on the date of the last notification by
which the Parties notify each other that their respective national
requirements for the entry into force of this Treaty have been fulfilled.

This Treaty shall apply to offbnces comrnitted before as well as after
the date it enters into force.

Either Party may terminate this Treaty by notice in writing at any
tirne. Tennination shall take effect six (6) months after the date on
whicll the notice is giverr.

The termination of this Treaty shall not prejudice the completion of
any ongoing activities agreed upon by the Parties under this Treaty.

IN WITNESS WI{BREOF, the undersigned, being duly authorized by their
respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at StgS{/...on the ,.?3,th..day of furA in the year two
thousand and two, in the lndonesian,, (orean, and English languages, all
texts being equally authentic. In case of any divergencb"of interpretation, the
English text shall prevail.
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FOR THE REPUBLIC OF
INDONESIA

FOR THE REPUBLIC OF
KOREA
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